LAPORIY KINERE INYTANSY PERERINTIN (LETP)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan Karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar telah
selesai. LKJIP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Karanganyar
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja BPBD
Kabupaten Karanganyar telah diukur, di evaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam
bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis
(Renstra) dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing-masing
perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
Melalui LKJIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good
governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di
lingkungan pemerintah.  Penyusunan LKJIP BPBD ini telah diupayakan sebaik
mungkin, walaupun demikian LKJIP BPBD Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari
kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun
demikian BPBD Kabupaten Karanganyar telah mengupayakan untuk mengatasi

kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.
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Semoga LKJIP BPBD Kabupaten Karanganyar ini telah dapat mencerminkan kinerja

BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga
BPBD Kabupaten Karanganyar mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan
sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Karanganyar, Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
" KABUPATENKARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat |
NIP. 19720620 199203 1 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) menurut Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai
atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Instansi yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode masa jabatan Tahun 2018-2023. Adapun Visi tersebut adalah : “BERJUANG
BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”. Dengan Misi sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh

Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
Pendidikan gratis SD/SMP dan Kesehatan gratis

Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan

a k0N

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ/IP) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah  (BPBD) Kabupaten Karanganyar merupakan  bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, LKJIP Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi
indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih
termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2018-2023 sebagaimana
tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018— 2023.

Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap
mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran
tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana
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Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai satu (1) sasaran adalah

terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh bencana yang dipilih sebagai tolok ukur.

Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Karanganyar mentargetkan 3 Desa Tangguh Bencana dengan telah
terealisasi dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana diharapkan mampu

menyebarkan informasi tentang daerah/ lokasi rawan bencana.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BPBD Kabupaten Karanganyar
tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun
eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas
kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-
hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, BPBD Kabupaten
Karanganyar telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada

tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan
dan sasaran BPBD Kabupaten Karanganyar adalah masih kurangnya sumber daya
pada BPBD Kabupaten Karanganyar, baik SDM, Keuangan dan Sarana Prsarana
dalam mendukung kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar. Demi tercapainya tujuan

dan sasaran BPBD Kabupaten Karanganyar.
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BAB |
PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Karanganyar yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN KARANGANYAR
1. Tugas Pokok

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta
mempertanggungjawabkan penggunaannya;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2. Fungsi
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh;
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c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para
pejabat struktural yang ada didalamnya tugas dan fungsi BPBD dijabarkan lebih
lanjut secara terperinci dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten

Karanganyar.

B. KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
a. Penanggulangan bencana berasaskan :
1) kemanusiaan;
2) keadilan;
3) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4) keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5) ketertiban dan kepastian hukum,;
6) kebersamaan;
7) kelestarian lingkungan hidup;
8) ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :
1) cepat dan tepat;
2) prioritas;
3) koordinasi dan keterpaduan;
4) berdaya guna dan berhasil guna;
5) transparansi dan akuntabilitas;
6) kemitraan;
7) pemberdayaan;
8) non diskriminatif;

9) nonproletisi.
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c. Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
menjamin  terselenggaranya penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

menghargai budaya lokal;

membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan; dan

menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

2. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KEBIJAKAN

a. Tanggung Jawab

(1)

(2)

Pemerintah Daerah menjadi penanggung  jawab dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, meliputi :

a). penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang
terkena bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

b). perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

C). pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko
bencana dengan program pembangunan; dan

d). pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang
memadai.

BPBD adalah SKPD yang berwenang di bidang penanggulangan

bencana di Daerah.

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan

unsur-unsur antara lain SKPD lain, instansi/lembaga terkait,

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga

internasional.

b. Wewenang

1),

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya

selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah.
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2).

3).

4).

5).

6).

Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-
unsur kebijakan penanggulangan bencana.
Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana
dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain, dan Pemerintah Daerah
dapat mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan
dengan lembagal/instansi terkait, lembaga pendidikan tinggi, organisasi
kemasyarakatan dan dunia usaha, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; yaitu pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi
sumberdaya alam secara berlebihan

Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan

sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya

yaitu :

5.1). menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai
dengan ditaatinya perintah dalam rangka penaatan terhadap
peraturan di bidang lingkungan hidup dan peraturan di bidang
penanggulangan bencana;

5.2). mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha
dan/atau kegiatan yang telah melanggar peraturan di bidang
lingkungan hidup dan peraturan di bidang penanggulangan
bencana;

5.3). melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas
pemanfaatan ruang;

5.4). memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
berpotensi dan/atau menimbulkan bencana untuk melakukan
upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
lingkungan.

Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang

berskala Daerah.
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c. Kebijakan Umum

1). Penyusunan dan penerapan kurikulum atau materi pendidikan dan
pelatihan penanggulangan bencana sebagai muatan lokal pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah.

2). Memfasilitasi dan/atau membentuk Sekolah Tangguh Bencana;
penyusunan kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana sebagai muatan lokal pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah serta Sekolah Tangguh Bencana,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3). Memfasilitasi dan/atau membentuk Dunia Usaha Tangguh Bencana;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dunia Usaha Tangguh Bencana, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4). Memfasilitasi dan/atau membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5). Memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pengurangan Risiko Bencana,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6). Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Daerah.

d. Kebijakan Khusus tentang Status Darurat Bencana

Status dan tingkat bencana yang terjadi di Daerah ditetapkan dengan
Pernyataan Bupati dan Keputusan Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai status dan tingkatan
bencana, diatur dalam Peraturan Bupati.Penetapan status dan tingkat
bencana berdasarkan indikator yang meliputi :

1) jumlah korban;

2) kerugian harta benda;

3) Kkerusakan prasarana dan sarana;

4) cakupan luas wilayah yang terkena bencana;

5) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
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C. GAMBARAN UMUM BPBD

1.

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar,BPBD
merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh
seorang Kepala BPBD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Kabupaten Karanganyar, terdiri dari : Kepala Pelaksana, Unsur Pengarah dan
Unsur Pelaksana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah.
Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

Kepala Pelaksana;

. Sekretariat;

a.
b
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang

membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur  Pelaksana BPBD mempunyai  tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara integritas yang meliputi pra-bencana, tanggap
darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai

fungsi :
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a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di

daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;

pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang
ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat bencana;

pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah
dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Unsur Pengarah

a.

b.

Tugas Pokok

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah
terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.Tata cara pemilihan
Unsur Pengarah, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Tugas pokok
Unsur Pengarah terintegrasi dengan tugas pokok Unsur Pelaksana, mulai

dari pra bencana, darurat bencana dan pascabencana.

Fungsi

1) Penyusunan konsep Kkebijakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

2) Pemantauan.

3) Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Unsur Pelaksana

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar. Secara normatif berdasarkan

peraturan perundang-undangan, bahwa di dalam organisasi BPBD terdapat

sistem Komando, yang dapat memerintahkan SKPD terkait, instansi/lembaga

terkait, stakeholder, bahkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan unsur

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengerahan sumber daya
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pada saat situasi tanggap darurat bencana, mengingat jabatan eselon tertinggi

di Daerah adalah Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana, terdiri dari :

a.

Kepala Pelaksana; sebagai pimpinan unsur Pelaksana, dijabat oleh Pejabat
eselon lll.a, yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan mempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi
pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Sekretariat; dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dengan tingkat jabatan
eselon IV.a.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dengan tingkat jabatan eselon 1V.a,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Seksi Kedaruratan dan Logistik; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dengan tingkat jabatan eselon IV.a,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pejabat Pengelola
Penatausahaan Keuangan SKPD dan perencanaan.

5. Fungsi Unsur Pelaksana

a. Pengkoordinasian dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang

ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada
tahap prabencana dan pascabencana.

Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat
bencana.

Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di
Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan
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peraturan perundang-undangan; dalam hal ini antara lain, Kepala BPBD
berhak dan berwenang menolak dan/atau merekomendasikan permohonan
penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang
berada di wilayah atau kawasan atau area rawan bencana dan diduga
dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana,
berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh instansi/lembaga terkait,tenaga
profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai
mekanisme penggunaan hak dan wewenang, kajian dan analisis ilmiah

tersebut, akan diaturdengan Peraturan Bupati

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di BPBD merupakan faktor pendukung utama dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak hanya menyangkut fisik
bangunan, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, namun juga terkait
sarana atau peralatan penanganan bencana dan sarana pendukung lainnya.

7. Isu - Isu Strategis

o Kebijakan Penanggulangan Bencana yang preventif
Perubahan paradigma pananggulangan bencana dari responsf ke
preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam
pengurangan resiko bencana daripada merespon bencana yang terjadi

o Sinergitas Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan
komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun
masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan
kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggungjawab
pemerintah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan
Bencana harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi, sehingga
upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan
terpotong-potong. Upaya penanggulangan bencana harus didukung

dengan sistem yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana,

tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
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o Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga,
pihak dan elemen yang terkait dengan upaya penanggulangan perlu
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang

terjadi.

D. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Karanganyar per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Data Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

NO DATA PEGAWAI e TONORER

1 | Jumlah Pegawai 18 3 37

2 | Klasifikasi Pendidikan
SD - = ; -
SLTP 1 - 1 -
SLTA 7 1 26 3
D1 - - 1 -
D2 - - ; .
D3 - - 5 -
S1 6 2 4 2
S2 3 - - -

3 | Pangkat dan Golongan
Non Golongan 37 5
Golongan | 1 - - -
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Golongan I 7 1 s =

Golongan Il 5 2 - -

Golongan IV 3 -
4 | Jumlah Pejabat -
Pejabat Struktural 5 -

Pejabat Fungsional - -

Selanjutnya Kepala BPBD menyusun perencanaan teknis penanggulangan
bencana dan SOP. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD
membentuk SATGAS PB, SATGAS PUSDALOPS PB, SATGAS TRC PB, dan
SATGAS JITUPASNA. Berikut Bagan Susunan Organisasi BPBD :

KEPALA BPBD
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- PEJABAT DAERAH KEPALA PELAKSANA
- PROFESIONAL /
AHLI KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati dengan
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar. Melalui perjanjian kinerja,
terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesempatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Karanganyar dengan Bupati Karanganyar selaku pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati

Karanganyar dalam hal mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian.

BPBD Kra 17



LAPORIY KINERE INYTANSY PERERINTIN (LETP)

BPBD Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan perjanjian kinerja yang telah
disepakati dengan Bupati Karanganyar dengan telah melaksanakan 6 Program dan
42 Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar
Rp. 6.996.505.000,-.

B. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Sesuai Tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karanganyar telah menyusun rencana strategis yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu
periode 2018 — 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada atau mungkin terjadi. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karanganyar yang mencakup visi, misi dan tujuan serta sasaran

strategi pencapaian sasaran kami akan uraikan dalam bab ini.

1. VISI

Visi Pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan dicapai
selama lima tahun mendatang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten
Karanganyar 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR, khususnya pada misi ke-5
(lima) yaitu MENINGKATKAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA. Merujuk
pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut. Visi tersebut
sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan harus diwujudkan
pada akhir periode perencanaan, sebagai unsur yang bertugas membantu
Sekretaris Daerah ex-officio Kepala BPBD, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Visi ditetapkan dengan mengacu kepada visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar, yang tertuang dalam RPJMD dengan tetap
memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya, serta memperhatikan perubahan
paradigma dan peranan perencana pembangunan bidang kebencanaan pada masa

yang akan datang.
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Visi mempunyai makna dan pesan kepada BPBD dalam melaksanakan
tugas penanggulangan bencana, yang kemudian lahirlah 6 (enam) semboyan di
lingkungan SATGAS PB dan tentunya hal ini mengilhami dalam pelaksanaan tugas-
tugas administratif yang lain, disamping melaksanakan tugas dalam
penanggulangan bencana, yaitu :

efektif - efisien;

cepat - tepat;

tanggap - tangkas - tangguh;
cermat - akurat;

berangkat cepat - pulang selamat;
tertib — akuntabel;

O O O O O O

dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks namun tetap
dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya, yang pada akhirnya masyarakat
Karanganyar yang tangguh dalam menghadapi bencana dapat terwujud.

2. MislI

Pernyataan visi selanjutnya diterjemahkan ke dalam guidelines yang lebih
pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan
aktivitas dalam BPBD dalam bentuk pernyataan misi. Misi adalah pernyataan
mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa datang, hal tersebut
mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus
dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun
waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi
organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi, apa
yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang

bersangkutan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran
instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu
MISI BPBD dirumuskan sebagai berikut :

a. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana.
b. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
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c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

d. Membangun

kerjasama

penanggulangan bencana.

antar

pemangku

kepentingan

dalam

Visi dan misi adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa

depan, sekaligus juga berusaha untuk mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi.

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Berkurangnya . Mengurangi resiko | a. Meningkat
kesadaran resiko bencana bencana dilakukan kapasitas
Masyarakat dan | yang berdampak dengan masyarakat di
Upaya memberikan | pada masyarakat meningkatkan daerah rawan
perlindungan kapasitas . Standarisasi
kepada masyarakat dan  membangun penyelenggaraan
dari ancaman infrastruktur di penanggulangan
bencana seluruh lini secara bencana

terencana dan | c. Pendataan daerah
terpadu sesuai potensi  bencana
kebutuhan. melalui peta rawan

. Membangun sistem

peringatan dini yang

terkoneksi  dengan
provinsi dan pusat
serta lembaga
lainnya.

. Penyebaran
informasi
penanggilangan
bencana secara

periodik, cepat dan
akurat.

. Melibatkan Unsur
pemuka masyarakat
dan dunia usaha
dalam

penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Mempercepat

. Prosedur

bencana

tetap
(protap)
penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana.

. Peningkatan

kesiapsiagaan
masyarakat.

. Pembentukan dan

Pengembangan
forum
pengurangan
resiko bencana

. Pembentukan

desa
bencana.

tangguh
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penyusunan regulasi
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana di daerah

g. Memperkuat kinerja
antar lembaga
terkait.

4. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah atau dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana
atau action plan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus

dilaksanakan untuk mencapai sasaran.

Sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program
yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

S )

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
dan keuangan;

6. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Setiap Sasaran strategis Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten
Karanganyar dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.. Di dalam setiap
program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan
dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan Program diperlukan
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber

daya organisasi.
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Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah direncanakan maka telah
ditetapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik;
3. Penyediaan Jasa  Pemeliharaan dan  Perizinan  Kendaraan
Dinas/Operasional;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Penyediaan Peralatan Rumah tangga;
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Penyediaan Makanan dan Minuman;

o © N o o b~

0. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung kantor;

2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor;

3. Pengadaan mebeleur;

4. Pengadaan Peralatan Operasional;

5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

8. Pemeliharaan Komputer;

9. Pemeliharaan alat-alat Komunikasi;

1

0. Pemeliharaan Peralatan Operasional;

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan;

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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1.

Pendidikan dan pelatihan formal;

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun;

F. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM.

1. Gladi Penanggulangan Bencana;

2. Sosialisasi Penanggulangan Bencana;

3. Peningkatan Penanganan Bencana;

4. Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerusakan (DaLA);
5. Pelatihan Relawan Bencana Alam;

6. Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan titik Kumpul;

7. Pembentukan/Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
8. Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA;

9. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana;
10. Fasilitasi Penanganan Bencana;

11. Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana;

12. Pembentukan Sekolah Sungai;

13. Pengadaan Early Warning System (EWS)

14. Pengadaan Logistik untuk korban bencana

15. Manajemen Pengelolaan Logistik dan Manajemen Pergudangan
16. Pelaksanaan simulasi Penanganan Darurat Bencana

17. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam;
18. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam;

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
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Perangkat Daerah

NO Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target
1 Berkurangnya resiko | % Desa / 4,52 %
bencana yang berdampak | Kelurahan
pada masyarakat Tangguh Bencana
2 Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai SAKIP 65

BAB il

AKUNTABILITAS KINERJA
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam
pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat
PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat

dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian dan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi BPBD
Kabupaten Karanganyar. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa
masukan, keluaran dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan
mengolah dan masukan untuk proses menjadi keluaran penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi
keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang
telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala

pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Kinerja Unit
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Konversi Pelayanan
1 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 76,61 — 88,30 B Baik
4 88,31 — 100,00 A Sangat Baik

BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2020 telah melaksanakan seluruh
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian
kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Karanganyar sasaran strategis yang

diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
“berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat”.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja
dengan cara membandingkan antara kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun
dampak (impact). Pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja
dituangkan ke dalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK).

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
Berkurangnya resiko | % Desa / 4,52 % 4,52 % 100 %
bencana yang kelurahan
berdampak pada | Tangguh
masyarakat. Bencana

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun lalu dan bebarapa
tahun terakhir

No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
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Kinerja 2020 2019 2020
1 Berkurangnya % 452% | 282% | 452% | 100 %
resiko bencana | Desa/Kelurahan
yang Tangguh
berdampak Bencana
pada
masyarakat

3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RPJMD

Realisasi e Persentase
sesuai dengan :
No Indikator Sasaran Satuan % Tahun . Capaian
2020 Renstra dan Kinerja
RPJMD
Persentase
Masyarakat ~ desa % 4,52 % 4,52 % 100 %
Tangguh Bencana

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan capaian sasaran strategis ini antara lain karena
dukungan faktor-faktor seperti koordinasi yang optimal di internal BPBD
Karanganyar dan koordinasi eksternal dengan stakeholder.
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak lepas
dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD
kabupaten Karanganyar tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan
capaian target di masing-masing kegiatan.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Badan Penanggulangan

Bencana daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan analisis jabatan
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(Anjab) berjumlah 31 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya
aparatur berjumlah 19 orang sehingga masih terdapat banyak
kekurangan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar
dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-
SKPD maupun Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

pemerintah.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program
dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang
tersedia sebesar Rp. 6.996.505.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) telah
direalisasikan sebesar Rp. 6.281.891.000,- (Enam Milyar Dua Ratus
Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Rupiah) atau sebesar 89,79 % dengan rincian sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALIASASI (RP) %

I Program Pelayanan | Rp. 561.000.000,00 | Rp. 533.567.244,00 | 95,11
Administrasi Perkantoran.

1. | Penyediaan Jasa  Surat | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 3.978.000,00 | 79,56
Menyurat.

2. | Penyediaan Jasa | Rp. 80.000.000,00 | Rp. 61.242.998,00 | 76,55
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik.
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3. | Penyediaan Jasa | Rp. 232.000.000,00 | Rp. 229.664.300,00 | 98,99
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional.
Penyediaan Alat Tulis Kantor. | Rp. 25.000.000,00 | Rp. 25.000.000,00 | 100
Penyediaan Barang Cetakan | Rp. 15.000.000,00 Rp. 14.928.000,00 | 99,52
dan Penggandaan

6. | Penyediaan Komponen Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.545.000,00 | 84,83
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

7. | Penyediaan Peralatan rumah | Rp. 8.000.000,00 Rp. 7.980.000,00 | 99,75
tangga

8. | Penyediaan bahan bacaan | Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.580.000,00 | 86,00
dan peraturan perundang-
undangan

9. | Penyediaan Makanan dan | Rp. 70.000.000,00 Rp. 65.670.000,00 | 93,81
Minuman.

10. | Rapat-rapat Koordinasi dan | Rp 120.000.000,00 Rp 119.978.946,00 | 99,98
Konsultasi Dalam/Luar
Daerah.

Il | Program Peningkatan Sarana | Rp. 3.999.500.000,00 Rp. 3.483.359.000,00 87,09
dan Prasarana Aparatur.

1. | Pembangunan Gedung Rp. 3.500.000.000,00 Rp. 3.032.209.000,00 | 86,63
kantor

2. | Pengadaan Peralatan Rp. 125.000.000,00 Rp. 124.610.000,00 | 99,69
gedung Kantor
Pengadaan Mebeler Rp. 75.000.000,00 Rp. 71.336.000,00 | 95,11
Pengadaan Peralatan Rp. 79.000.000,00 Rp. 72.225.000,00 | 91,42
Operasional

5. | Pemeliharaan rutin/berkala Rp. 75.000.000,00 Rp. 49.696.000,00 | 66,26
gedung kantor

6. | Pemeliharaan rutin/berkala Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 |0
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perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Rp. 10.000.000,00 Rp. 9.150.000,00 | 91,50
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Komputer Rp. 15.000.000,00 Rp. 14.985.000,00 | 99,90
Pemeliharaan Alat-alat Rp. 10.000.000,00 Rp. 9.000.000,00 | 90,00
Komunikasi.

9 | Pemeliharaan Peralatan Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 | 100
Operasional

lll. | Program Peningkatan Disiplin | Rp. 38.500.000,00 Rp. 37.776.200,00 98,12
aparatur

1. | Pengadaan Pakaian Kerja Rp. 38.500.000,00 Rp. 37.776.200,00 | 98,12
lapangan

IV. | Program Peningkatan Rp. 00,00 Rp. 00,00 0
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1. | Pendidikan dan Pelatihan Rp. 00,00 Rp. 00,00 | O
Formal

V | Program Peningkatan | Rp. 00,00 Rp. 00,00 0
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.

1. | Penyusunan Pelaporan Rp. 0,00 Rp. 0,00 0
Keuangan Akhir Tahun

VI | Program Pencegahan Dini | Rp. 2.397.505.000,00 |Rp. 2.227.188.556,00 | 92,90
dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam.

1. | Gladi Penanggulangan Rp. 00,00 Rp. 00,00 |0
Bencana

2. | SosialisasiPenanggulangan Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 | 100,0
Bencana 0

3. | Peningkatan Penanganan Rp. 1.652.505.000,00 |Rp. 1.515.724.240,00 | 91,72

Bencana
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4. | Pendampingan Penghitungan | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 5.150.000,00 | 25,75
Kerusakan dan Kerugian
(DaLa)

5. | Pelatihan Relawan Bencana | Rp. 75.000.000,00 Rp. 74.440.000,00 | 99,25
Alam

6. | Pembuatan Jalur Evakuasi Rp. 00,00 Rp. 00,00 |0
Bencana Dan Titik Kumpul

7. | Pembentukan/Pengembanga | Rp.  150.000.000,00 Rp. 149.580.000,00 | 99,72
n Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana

8. | Pelatihan Teknis Penilaian Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 | 100,0
dan Kerugian DALA/PDNA 0

9. | Pelatihan Pemberdayaan Rp. 00,00 Rp. 00,00 |0
Ekonomi Masyarakat Korban
Bencana

10. | Fasilitasi Penanganan Rp. 00,00 Rp. 00,00 |0
Bencana

11. | Pengelolaan Pusdalops Rp. 10.000.000,00 Rp. 6.644.316,00 | 66,44
Penanggulangan Bencana

12. | Pembentukan Sekolah Rp. 00,00 Rp. 00,00 | O
Sungai

13. | Pengadaan Early Warning Rp.  100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 | 100
Sistem (EWS)

14. | Pengadaan Logistik Untuk Rp.  200.000.000,00 Rp. 194.472.500,00 | 97,24
Korban Bencana

15. | Menajemen Pengelolaan Rp. 20.000.000,00 Rp. 16.125.000,00 | 80,63
Logistik dan Manajemen
Pergudangan

16. | Pelaksanaan Simulasi Rp. 00,00 Rp. 00,00 |0
Penanganan Darurat
Bencana

17. | Pemantauan dan Rp. 35.000.000,00 Rp. 34.552.500,00 | 98,72
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Penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

18.

Pengadaan sarana Dan Rp. 25.000.000,00 Rp. 20.500.000,00 | 82,00
Prasarana Evakuasi
Penduduk dari ancaman atau

korban bencana alam

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja
tidak terlepas dari sistem perencanaan yang memerinci dari target
kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung
bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stakeholders

dalam bentuk kegiatan menjemput bola.

B. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar TA
2020 didukung dengan dana APBD Kabupaten karanganya sebesar
Rp. 9.062.012.000, total Realiasasi anggaran 90,55 %,- dengan rincian
a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 2.065.507.000,-
b. Belanja Langsung (BL) Rp. 6.996.505.000,-

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar
tahun 2020 pada Belanja Langsung APBD Kabupaten Karanganyar sebesar
digunakan untuk 6 Program dan 42 Kegiatan. Sampai dengan 31 desember
2020, realisasi fisik belanja tidak langsung dan belanja langsung terlaksana
90,55 % sedangkan realisasi keuangan terjadi efisiensi sebagaimana tabel
berikut :

Realisasi dan Efisisnsi Anggaran
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REALISASI EFISIENSI
SUMBER Fisik KEU | KEUANGAN | KETERANGAN
NO JUMLAH KEU (Rp)
DANA % (%) %
APBD
1 Belanja | 2.065.507.000 | 100 % | 1.924.170.056 | 93,16 6,84 Efisiensi
Tidak sesuai
Langsung kebutuhan
(BTL)
2 Belanja | 6.996.505.000 | 100 % | 6.281.891.000 | 89,79 10,21 Efisiensi
Langsung sesuai
(BL) kebutuhan

BAB IV
PENUTUP

LkjIP 2020 BPBD_Ki
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A. Tinjauan Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) BPBD Kabupaten Karanganyar
tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja lembaga dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang berisi uraian capaian
indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh
BPBD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020.

Secara Umum Pada Tahun Anggaran 2020, BPBD Kabupaten
Karanganyar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang
dibebankan, serta dapat pula memenuhi sasaran. Fungsi utama yang diharapkan
dari BPBD Kabupaten Karanganyar yakni menyiapkan perumusan Kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut didukung dengan
perhitungan capaian sasaran sebagai berikut :
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Indikator Kinerja Program BPBD

Kondisi _
. L , Indikator Target Akhir
Indikator Kinerja Formulasi Satuan | Awal
Renstra
2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Presentasi Pelayanan informasi Rawan | Jumlah Desa yang memperoleh
Bencana layanan informasi rawan bencana/ % 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
jumlah Desa Rawan Bencanax 100%
Presentasi Korban bencana vyang |Jumlah korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama masa | menerima bantuan sosial selama
tanggap darurat. masa tanggap darurat/ Jumlah % 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
korban bencana yang seharusnya
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat.
Presentase korban bencana yang | Presentase korban bencana yang
dievakuasi  dengan menggunakan | dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat | sarana prasarana tanggap darurat
lengkap. lengkap/ Jumlah korban bencana % 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
yang harus dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana
tanggap darurat lengkap x 100%
Presentasi cakupan daerah bencana | Presentasi cakupan daerah bencana
yang ditangani melaui Rehabilitasi dan | yang ditangani melaui Rehabilitasi . . . . . . . .
Rekonstruksi. dan Rekonstruksi/ Jumlah daerah /0 90% 9% | 92% | 93% 94% 95% 95%

bencana yang harus direhap rekon x
100%
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B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Menyikapi tantangan yg dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu

dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan

PB, antara lain :

1.

Melakukan sosialisasi pengurangan resiko bencana lebih difokuskan pada
masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi / resiko
tinggi.

Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta
baik yang bersifat operasional di lapangan maupun teknis administratif
kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan
transparan.

Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia
usaha, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.
Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, termasuk upaya antisipasi dan
dijadikan sebagai model sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran
bersama dan bahkan dapat menjadikan pedoman atau Standard Operational
Prosedure (SOP) bagi aparatur penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada
peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia Usaha perlu didorong untuk
meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.

Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui Diklat teknis
dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi / mutasi aparatur
sumberdaya PB yang telah terlatih sehingga mempunyai kompetensi yang
sama.

Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada
dilingkungan pemerintah daerah yang dapat dimobilisasi saat terjadi
bencana.

Melakukan Koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kabupaten
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Karanganyar untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

9. Melakukan kerjasama dengan lembaga guna mendukung penguatan
kapasitas masyarakat. Program Corporate Social Responsibility (CSR) di
berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan

dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

C. Kesimpulan

LKjIP BPBD Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari
serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja
dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar.
Pengukuran Kinerja BPBD Tahun 2020 mencakup pengukuran pencapaian
sasaran yang menggambarkan kualitas capaian sasaran keluaran (output) atau

hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020.

Capaian dari hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di BPBD pada tahun anggaran 2020 diperoleh nilai capaian kinerja

kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD kabupaten Karanganyar sebagian
besar telah berhasil mencapai nilai 85 - 100. Dengan demikian maka semua
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 berhasil dengan MEMUASKAN,
yakni berada pada skala penilaian rata-rata 95.

2. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020,
semuanya berhasil memperoleh nilai capaian dengan kategori sangat baik.

3. Akuntabilitas keuangan menunjukkan optimalisasi anggaran yang telah
direncanakan/dialokasikan.

Terdapat permasalahan yang mesti segera mendapatkan perhatian, yaitu :

a. Belum optimalnya dukungan masyarakat dalam proses pengurangan risiko
bencana.

b. Koordinasi antar SKPD/instansi terkait, dunia usaha dan stakeholder dalam

penanggulangan bencana di Daerah, belum sinergis dan terpadu.
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c. Masih perlunya peningkatan tenaga kebencanaan yang handal sebagai
pendukung sumber daya manusia bagi pelaksanaan penanggulangan

bencana.

Upaya pemecahan masalah untuk mencapai target kinerja yang maksimal

yang perlu dilakukan adalah :

1) Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat terkait paradigma “cegah,
kurangi dan siaga” dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan titik
konsentrasi kegiatan pada pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.

2) Koordinasi antar SKPD/ instansi terkait, dunia usaha dan stakeholder dalam
penanggulangan bencana daerah secara sinergis dan terpadu masih perlu
direalisasi dan ditingkatkan.

3) Tambahan sumber daya pendukung bagi kelancaran penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

Semoga LKJIP ini bermanfaat untuk mewujudkan akuntabilitas Pimpinan kolektif
yang ada di lingkungan BPBD sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk
menjawab semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020

kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanat.

Karanganyar, 2021
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